
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 
Oaerah Kabupaten dalam Llngkungan Proplnsl Jawa Tengah : 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 3312) 
sebagalmana telah dlubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 
tentang Perubahan alas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republfk Indonesia Nomor 
3569), 

a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dlubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua alas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Oaerah, Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah (DPRO) 
bersama Bupati Banyumas telah menyempurnakan Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah (APBD) Tahun 
Anggaran 2009 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah 
Nomor : 910/02112009 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Oaerah 
Kabupaten Banyumas tentang Anggaran Pendapatan dan Beianja D11erah 
Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupatl Banyumas 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Tahun 
Anggaran 2009: 

b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a. dil3kukan 
agar Peraturan Daerah tentang APBO Tahun Anggaran 2009 tidak 
bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang 
undangan yang leblh tinggi; 

c bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana d1maksud pada huruf a 
dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Oaerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 
2009; 

BUPATI BANYUMAS, 

TENT ANG 

ANGGARAN PENOAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2009 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN OAERAH KABUPATEN BANYUMAS 
NOMOR 5 TAHUN 2009 

Mengingat 

Aenimbang 
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3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Oaerah dan 
Retrlbusi Daerah (Lembaran· Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republtk Indonesia Nomor 3685) 
sebagalmana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 
tentang Perubahan Alas Undang-Undang Nomor 18 rahun 1997 tentang 
Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Alas 
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1997 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 3688), 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
yang Berslh dan Bebas d:ui Korupsi, Kolusl dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republlk Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaren 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4286), 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemenksaan Pengelolaan 
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Nomor 4400); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Slstem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 
4421); 

11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah dlubah beberapa kali terakrur dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Alas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Repub,lk Indonesia Nomor4844); 

12.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Oaerah (Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Nomor 4438); 

13.Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 4593); 

2



3 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 

15.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusl Deereh 
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4139); 

16. Peraturan Pemerlntah Nomor 24 Tahun 2004 tenteng Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 
90, Tambahan Lembaran Negara Republ1k Indonesia Nomor 4416) 
sebagalmana telah dlubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentan9 Perubahan Ketiga atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 20004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Plmplnan dan Anggota Dewan Perwakllan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 
90, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416); 

17.Peraturan Pemerir.tah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4502): 

18.Peraturan Pemerlntah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntans, 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
49, Tambahan lembaran N,igara Republlk Indonesia Nomor 4503); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 
(Lembaran Negara Republfk Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574), 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentan9 Dene Perlmbangan 
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4575): 

21.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasl 
Keuangan Deerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4576), 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran 
Negara Republlk Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran 
Negara Republlk Indonesia Nomor 4577): 

23. Pera tu ran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 
4578), 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

25.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Petaporan Keuangan 
dan Klnerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republlk Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 
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(1) Pendapatan Dae rah sebagalmana dimaksud dalam Passi 1 terdirl darl : 
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 101.413.857.712,95 
b. Dana perimbangan sejumlah Rp 822.443.224.592,n 
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp 70.388.809.600,00 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf a terdiri dan jenrs 
pendapatan : 
a Pendapatan Pajak Daerah sejumlah Rp 18.755.000.000,00 
b Hasil Retribusi Oaerah sejumlah Rp 66.122.256.690,00 
c Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dip1sahkan sejumlah Rp 5.625.043.940.00 
d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp 10.911.557 082,95 

Pa~al2 

Rp 125.400.000.000,00 
Rp 7 330.000.000,00 

Pembiayaan Netto Rp 118.070 000 000,00 -:'--~~~~~--,,.=,- SI s a leblh Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan Rp 0,00 

Rp 994 245.891 .905. 72 
Rp 1.112 315.891.905,72 
Rp 118.070.000.000,00 

1. Pendapatan Daerah 
2. Belanjs Oaerah 

Defisit 
3. Pembiayaan Daerah 

a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut : 

Pasal 1 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENOAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009 

Menetapkan 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

dan 
BUPATl BANYUMAS 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerinlah, Pemerintahan Daerah Provmsl dan 
Pemerlntahan Daerah Kab\Jpaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republlk 
Indonesia Nomor 4737); 

27.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tenlang Organlsasi 
Perangkat Daerah (lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2007 
Nomor 89, Tambahan lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 
4741): 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 14 Serl E); 
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(2) Penerimaan Pembiayaan Oaerah sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dan jems 
pembiayaan : 
a Slsa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sejumlah 

Rp 125.000.000.000,00 
b. Penerimaan Kembali Pemberian Plnjaman sejumlah Rp 400.000.000,00 

(3) Pengeluaran Pembfayaan Oaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdln dari 
jenis pembiayaan 
a. Penyertaan Modal (lnvestasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp 5.850.000 000,00 
b. Pemberian Pinjaman Daeran sejumlah Rp 1 480.000.000.00 

( 1) Pemblayaan Daerah sebagalmana dimaksud dalam Pasal 1 terdirl dan 
a. Penerlmaan Pembiayaan Daerah sejumlah Rp 125.400.000.000,00 
b. Pengeluaran Pemblayaan Daerah sejumlah Rp 7.330.000.000,00 

Pasal 4 

(2) Betanja Tldak langsung sebagalmana dlmaksud pad a ayat (1) hurur a terdiri dan jenis belanja 
a Belanja Pegawal sejumtah Rp 648.999.575.268,07 
b. Belanja Hibah sejumlah Rp 823.000.000,00 
c Belanja Bantuan Soslal sejumlah Rp 34.012.991.476,00 
d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemenntahan Oesa 

sejumtah Rp 47.323.000.000.00 
e. Belonja Tidak Terduga sejurnlah Rp 2.365.417 501,65 

(3) Belania Lang sung sebagalmana dlmaksud pads ayat (1) huruf b terdlri dari jenis belanja • 
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp 34.989.942.706,00 
b. Belanja Barang dan Jasa se/umlah Rp 161.643.060.614.00 
c, Belanja Modal se/umtah Rp 182.058.904.340,00 

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 lerdiri dari · 
a. Belanja Tldak Langsung sejumlah Rp 733.623.984.245,72 
b. Belanja Langsung sejumtah Rp 378.691.907.660,00 

Pasat 3 

(3) Dana Perimbangan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf b terd1r1 dari jenis pendapatan . 
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan PaJak sejumtah Rp 49.652.344.592, 77 
b. Dana Alokasl Umum sejumlah Rp 735.160.880.000.00 
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp 37.630.000.000.00 

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurur c terd1ri 
dari Jenis pendapatan 
a. Dana Bagi Hasil Pajak darl Provins! dan Pemerintah Daerah lamnya sejumlah 

Rp 40.384.959.000,00 
b. Dana Penyesualan dan Otonoml Khusus sejumlah Rp 13. 573.250.600,00 
c. Bantuan Keuangan dari Provins! atau Pemerlntah Daerah talnnya sejumlah 

Rp 16.430.600.000,00 
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(2) Dalam hal keadaan darurat terjadl setelah dltetapkannya perubahan APBO, pemerintah 
daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedla anggarannya dan pengeluaran 
tersebut disampalkan dalam Laporan Reallsasi Anggaran (LRA). Belanja/pengeluaran 
seba_galmana tersebut dalam pasal lni termasuk belanja untuk keperluan mendesak. 

(3) Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi knteria sebagal berikut 
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktiritas pemerintah dserah den tidak dapat 

dipredikslkan sebelumnya; 
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 
c. berada di luar kendall dan pengaruh pemerintah daerah; dan 
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemuhhan yang 

dlsebabkan oleh keadaan darurat. 

(1) Oalam keadaan darurat pemarintah daerah dapat melakukan belanja/pengeluaran yang 
belum tersedia anggarannya dalam APBO, 

Pasal 6 

Ringkasan APBD; 

Ringkasan APBO menurut Urusan Pemerintahan Oaerah dan Organisasi 
SKPD; 

Rlncian APBD menurut Urusan Pemerintahan Oaerah, Organisasi SKPD. 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan: 

Rekapltulasi Belanja menurut Urusan Pemerlntahan Daerah, Orgamsasi 
SKPD, Program dan Keglatan, 

Rekapitulasl Belanja Oaerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan 
Pemerlntahan Oaerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan 
Negara; 

Oaftar Jumlah pegawal per golongan dan per jabatan: 
Oaftar plutang daerah; 

Oaftar penyertaan modal (inveslasi) daerah, 

Oaftar perkiraan penambahan dan pengurangan asel tetap daerah; 

Daftar perklraan penambahan dan pengurangan asel lam-laln: 
Oaftar kegiatan-keglalan tahun anggaran sebelumnya yang belum 
diselesaikan dan dlanggarkan kemball dalam tahun anggaran lni. 

12. Lamplran XII Daftar dana cadangan daerah; 

13. Lampiran XIII Daftar plnjarnan daerah dan obligasi daerah 

1. Lamplran I 
2. Lampiran II 

3. Lampiran 111 

4. Lamplran IV 

5 Lampiran V 

6. Lamplran VI 
7 Lampiran VII 
8. Lamplran VIII 
9. Lamplran IX 
10. Lampiran X 
11. LampiranXI 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagalmana d1maksud dalam 
Pasal 1, lercantum dalam Lamplran yang merupakan bagian yang ttdak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah lnl, lerdlri dari : 

Pasal 5 . 
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SANTOSO 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN .~~.~-~- NOMOR .. J. .. SERI .~ ... 

Oiundangkan di Purwokerto 
Pada tanggal (p A;SP,VP.(U 'UlOC) 

Pit. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANYUMAS 

Dttetapkan di Purwokerto 
pada tanggal 6 Fellnuri 2tl9 

Agar setiap orang mengetahuinya, memenntahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah. 

Paraturan Daerah ini mulal berlaku sejak tanggal 1 Januarl 2009 

Passi 8 

c ,pall menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagal landasan operaslonal pelaksanaan APBD. 

Pasal 7 

(7) Pelaksanaan belanja/pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat 
sebagalmana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati 

(4) Pendanaan keadaan darurat yang belurn tersedla anggarannya sebagalmana dlmaksud pads 
ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga. 

(5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupl dapat dolakukan dengan cara 
a. menggunakan dana darl hasll penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan 

kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjatan: dan/atau 
b. memanfaatkan uang kas yang tersedia 

(6) Kriterla belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup : 
a. program den kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia 

dalam tahun anggaran berjalan: dan 
b, kepertuan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih 

besar bagl pemerlntah dan masyarakat. 
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• 
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 
RINGKASAN RANCANGAN APBD 

TAHUN AIIGCAAAN 2009 

NO MOR URAUH JUMI.AH 
URUT 

1 2 3 

l Pf:Nl)APATAN !l':M.245.891.905,n 

1. ) Pe:NOAPATAN ASLI DAERAH l0l~l-~~~!19S 
1 , l , l Pt'l'ldaget.ain Pt),.lk Dtet 1h 18.755.000.000,00 
I. I. 2 Ha,11 ROll1busi Da<nh 66.lU.256.690,00 
I 1.1 Hasll Pengelola:ln ~.an Ckleran '(lf"l9 ~n 5.6lS.Qo\J.9'IO,OO 
1 . 1 .1 L»laoi Pffldap&lDn A'1l OO<nh yong S.h 10,911.S57,0&i,~ 

I, 2 DANA PEAtMOANGAN t22 ... 1.m.s9;n, 

I. 2. I 8'111 ,,.... PoJ•I\IBooi Ha,11 &,qn Pajak "9.65U04.s92.n 
I. 2. 2 Dana Alokasl Umum ns.160.880000, 10 
I 2.3 Oana Alokasf l<husus ]7.&30.000.000,00 , __ ... 
1.3 lAJN~I.AIN PfNDAPATAN DAER.AH YANG SAH ro.Ja.llO'l 600.00 ,.- .. ·-· 
I 3. 3 o.i.ira. 8agl: Ha$il Pajak darl ProvlliSI dan ~ Oaierlf'I IJllnnyJ 'IO.JM,9$9 000,00 
I 3, 4 °""' .....,_..,,n clan Olonoml OOUUS ll.573.250.600.00 
1.3.5 Blf'ltuon Keuanqan dllrt Pfovnl EU Pffllerlntah Daerah t.alM)"'.t lMl0.600.000,00 

2 BELANJA t. l l2.llS.89l.905,n 

2 I BEL.ANJA TIDAi< U.NGSUNG nuD.tM.2cs.n ·-·-- 2 I. l Belan,a Peg,wai 648. 999.s75.268,07 
2 I 4 &elan)1 Hlbah 823.000.000,00 
2. 1.5 ettanJa Bantuan SO!ll.11 '.J.111112.991.476,00 
2. I 1 &etinJ~ Bantuan tr.uangan tep.K]a ~en/~ ~n Pemerlntahan 4M23 000.000,00 

Oesa 
2 J. 8 Be:SanJa lldak Terduga 2.365.417.501,65 

2. 2 BEl.ANJ:A LANGSUNG 378.691.907,660,00 

2. :z. J S."'1J.', ""90wal 3< 989.942.11>6,00 
l.2.2 Belon» Ba,ang don - 161,643.060.614,00 
2.2,l ll<lanjl MOdOI 112-.340,00 

SURPLUS / (D£f15T1') (118 oro.000.000.00J 

3 PEMBlAYAAN DAERAH 
] I PENl:RlMAAN PE!:M8JAYMN DA£RAH 125.400000.000,00 

3 1. I -Lebih Pe~..,_.. T...., _.., Sebelumny, 125.000.000.000,00 
l.J. s Pen.~n k9nbalj ~b6ian Pvtjaman 400.000 000.00 . 
3.1 PENGf.LUARAN PEH.BlAYAAN DAERAH 7.330.000.000,~ 
J.2.2 ,,.,,,...,.an Modal (lnvestasi) Penerinl>h oamh S 8$0.000.000,00 
;, :z ."! 

-- ""'"'""" o..r.h 
L-180.000,000,00 

PtHBIAYAAN NETI'O 111.010.000.000.oo 

SlSA LEDIH P'EHDIAYAAN A.NGGARAN TA.HUN BERK.ENA.AN D,00 

;ff'lilr 
·- RDJOKO 

Umpfnn t A.aperd.a Ka.lk.lpat.n lanyumu 
No,nor 
Tllfli!pl : 
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